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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan perwujudan 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan 

sumber   daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap  

Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. 

Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat 

pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas 

maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada 

publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga 

pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.  

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud berangkat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dan penyusunannya berpedoman 

kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud  

Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia  Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah 

dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system 

penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Sebagai dasar 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap 

pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan, 

pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar 

utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas 

merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana 

azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah 

diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Substansi dari SAKIP itu sendiri adalah 

menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan 

berorientasi pada hasil (result oriented). Penyelarasan dilakukan mulai 

dengan penyusunan Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), 

Rencana Kerja Tahunan/Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja 

serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. 

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang 

pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan 

aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus 

dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan 

yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2025 
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dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja 

bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta 

dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh 

karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian 

indicator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di 

lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan lembaga penanggulangan bencana 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Talaud 

dipimpin oleh seorang kepala, yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris 

Daerah (Sekda), yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Gubernur.  

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu unsur 

pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang kebencanaan, telah berusaha 

untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan 

lingkungan dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan masyarakat 

terhadap terciptanya Good Governance. Dan sebagai perwujudan mekanisme 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, maka disusunlah Laporan 

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 yang akan 

mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 
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1.2. DASAR HUKUM  

Pelaksanaan penyusunan LAPKIN BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2022 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi 

pelaksanaan LAPKIN, yaitu :  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir Undang – Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana 

Daerah Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1541); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 32); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 



Halaman 7 dari 40 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviuw atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Penyusunan LAPKIN Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran 

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan 

dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa 

informasi mengenai pencapaian sasaran RPJPD, realisasi pencapaian  

indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian 

kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, 

Laporan Kinerja Instansi BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi 

laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Talaud kepada Bupati 

Kepulauan Talaud ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang 

berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LAPKIN ini merupakan 

hasil pencapaian sasaran pada tahun 2022.     
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 

tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, 

pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah yakni berupa tindakan kebencanaan yang 

meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan 

penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca 

bencana terjadi.     

Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 

tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Lembaga Lainnya. 

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud terletak di Jalan Bui Batu Kelurahan Melonguane, 

Kecamatan Melonguane Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2022 didukung dengan jumlah pegawai 25 orang, terdiri atas 

PNS 21 orang, dan Pegawai Harian Lepas (PHL) 4 orang.  Uraian jumlah 

pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1. Data Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan dan Tingkat 
Pendidikan Per 31 Desember 2022 

NO 

BERDASARKAN GOLONGAN 
BERDASARKAN TINGKAT 

PENDIDIKAN 

Golongan 
Jumlah 

(Orang) 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah 

(Orang) 
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1. Golongan IV 5 Strata 2 1 

   Strata 1 4 

   SMA 0 

2. Golongan III 14 Strata 2 0 

   Strata 1 14 

   Diploma 3 0 

3. Golongan II 2 SMA 2 

Jumlah 21 Jumlah 21 

 

 

Tabel 1.2. Data Pegawai BPBD Jabatan 

NO GOLONGAN JUMLAH (ORANG) 

1. Eselon II 1 

2. Eselon III 4 

3. Eselon IV 9 

4. JFU / STAF 7 

Jumlah 21 

 

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2022 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.3. Jumlah PNS dan PHL Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Kepulauan Talaud  Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 

No. Pendidikan 
Status Kepegawaian  

Ket PNS CPNS PHL 

1. SD - - -  

2. SLTP - - -  

3. SLTA 2 - 2  

4. D3 0 - 0  

5. S1 18 - 0  
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6. S2 1 - -  

7. S3 - - -  

JUMLAH 21  2  

 

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepuauan Talaud  

sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya  di 

dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan 

program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat 

pendidikan sebagaimana di atas.  Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 1.4. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah KabupatenKepulauan Talaud yang Telah Mengikuti Pendidikan dan 

Latihan Struktural Tahun 2022 

No Tingkat Golongan Jumlah 

1. Adum/Diklatpim IV/Spala 4 Orang 

2. Adumla/ Spala - 

3. Spama/ Diklatpim III/Spadya - 

4. Diklat Pim II/Spamen - 

JUMLAH 4 Orang 

 

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam 

upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah memiliki sarana dan prasarana sebagaimana terlampir dalam data aset 

tahun 2022. 
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1.3. STRUKTUR ORGANISASI 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Kepulauan Talaud merupakan lembaga penanggulangan bencana yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Talaud 

dipimpin oleh seorang kepala, yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris 

Daerah (Sekda), yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Gubernur. 

Adapun Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Peraturan Daerah Nomor …… 

Tahun 2010 terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan 9 (sembilan) Sub Bagian dan Sub 

Bidang, yang terdiri dari : 

 Kepala Badan 

 Kepala Pelaksana 

 Sekretaris 

Terdiri dari :  

a. Sub Bagian Program Dan Perencanaan 

b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

c. Sub Bagian Keuangan 

 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  

Terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pencegahan 

b. Sub Bidang Kesiapsiagaan 

 Bidang Kedaruratan dan Logistik  

Terdiri dari : 

a. Sub Bidang Kedaruratan 

b. Sub Bidang Logistik 

 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Terdiri dari : 

a. Sub Bidang Rehabilitasi 

b. Sub Bidang Rekonstruksi 
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 UPT 

 Unsur Pengarah 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Kepulauan Talaud 
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1.4. TUGAS DAN FUNGSI  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud memiliki tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :  

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencangkup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara; 

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan dan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 

masyarakat; 

4. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di daerah; 

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati 

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 

darurat bencana; 

6. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan / bantuan 

Nasional dan internasional; 

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 

1. KEPALA 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

menyelenggarakan fungsi : 
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a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan  tugas sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. UNSUR PENGARAH 

Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana 

daerah; 

b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi 

prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; 

c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 

meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

3. KEPALA PELAKSANA 

a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang 

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi 

prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program 

penanggulangan bencana; 

2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
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3. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

5. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas 

penanggulangan bencana; 

6. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

7. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang 

penanggulangan bencana. 

 

4. SEKRETARIS 

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, 

pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan 

pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana. 

b. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan Dan Program; 

2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; 

3. Sub Bagian Keuangan. 

    

4.1. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN 

a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian 

penyusunan rencana dan progran Badan. 
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4.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

a. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian 

dan kerumahtanggaan. 

4.3. SUB BAGIAN KEUANGAN 

a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan  administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. 

 

5. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 

a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas 

pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan 

penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai 

dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan 

Bencana. 

 

b. Susunan Organisasi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri 

dari: 

1. Sub Bidang Pencegahan; 

2. Sub Bidang Kesiapsiagaan. 

 

5.1. SUB BIDANG PENCEGAHAN 

a. Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan 

penanganan pencegahan bencana.  
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5.2. SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN 

a. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan 

penanganan Kesiapsiagaan Bencana 

6. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK  

a. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Damkar mempunyai tugas 

pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan 

penanggulangan bencana yang meliputi penanganan kedaruratan, 

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan 

setara, serta penanganan bencana kebakaran sesuai dengan 

kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana. 

b. Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Kedaruratan; 

2. Sub Bidang Logistik; 

 

6.1. SUB BIDANG KEDARURATAN  

a. Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan 

penanggulangan bencana.  

 

6.2. SUB BIDANG LOGISTIK 

a. Kepala Seksi Logistik dan Damkar mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan 

Logistik  dan Pemadam Kebakaran penanggulangn bencana.  
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7. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

a. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok 

memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang 

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan 

penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan 

pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

 

b. Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 

: 

1. Sub Bidang Rehabilitasi; 

2. Sub Bidang Rekonstruksi; 

 

 

7.1. SUB BIDANG REHABILITASI 

a. Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan 

pelaksanaan tanggap darurat penanganan rehabilitasi pasca 

bencana.  

 

7.2. SUB BIDANG REKONSTRUKSI  

a. Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan 

pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana.  

 

1.5. ASPEK STRATEGIS 

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, ada beberapa hal yang dapat 

dijadikan acuan antara lain : 
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1. Rendahnya kesadaran atau mininmnya pengetahuan masyarakat tentang 

pentingya pencegahan dan penanggulangan becana; 

2. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana; 

3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan 

risiko bencana; 

4. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia 

usaha dalam rangka penanggulangan bencana; 

5. Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi/geologi dalam 

Penanggulangan Bencana. 

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Penganggulangan Bencana 

Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang 

meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknessis), peluang (Oportunitis) 

serta tantangan (Threats). Isu strategis yang akan diangkat : 

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan 

bencana; 

2. Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan masyarakat, swasta (dunia 

usaha) serta OPD terkait baik horizontal maupun vertikal; 

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pengurangan resiko 

bencana; 

4. Meningkatkan peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana; 

5. Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana yang berbasis masyarakat; 

6. Memasukan Pengurangan Risiko Bencana sebagai prioritas dalam 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

 Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  
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Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Talaud  Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut :   

BAB    I. PENDAHULUAN     

  Pada bab ini di sajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan 

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.   

BAB  II PERENCANAAN KINERJA      

   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 

yang bersangkutan.   

BAB   III   AKUNTABILITAS KINERJA     

A.  Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai 

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 

analisis capaian kinerja sebagai berikut:  

1.  Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 

ini;  

2.  Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir;  

3.  Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 

ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi;  

4.  Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional ( jika ada);  

5.  Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi 

yang telah dilakukan; 
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 6.  Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya; 

 7.  Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.   

B.  Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen perjajian kinerja.    

BAB  IV. PENUTUP.     

Pada bab ini di uraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan di 

lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.     

LAMPIRAN-LAMPIRAN    
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

   

 

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan 

dan indikator kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). 

Perencanaan kinerja pada tahun 2022 mengalami perubahan seiring 

dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 2020-2025 sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih Periode 2019-2024 pada bulan Februari 2020.  

Pada bab ini akan digambarkan secara singkat tujuan, sasaran 

strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama tahun 2021 

dengan mengacu pada Rencana Penbangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Tahun 2005 – 2025. 

 

 
2.1. RENCANA KINERJA 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui 

berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan  

seiring  dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta 

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun  tertentu. 

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin 

dicapai dalam  tahun  yang  bersangkutan,  Indikator  Kinerja  Sasaran,  dan  

Rencana  Capaiannya, Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja 

dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan.  Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan 
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yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

serta data pendukung yang harus di organisasi.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud telah Menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 yang mengacu 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 – 2025. 

Pada bulan Februari 2020, Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2019 – 2024 

dilantik mengakibatkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 

harus menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

periode 2019 - 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 2020 - 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD 2020 - 2025 

telah disusun dan ditetapkan. Disamping itu, pada bulan April 2021 

Pemerintah Pusat menginstrusikan kepada seluruh Pemerintah Daerah 

termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan 

refocusing anggaran dalam rangka penanganan wabah Corona Virus 

Diseases (COVID) 19.  

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD 2020-

2025 dan kebijakan refocusing anggaran, maka Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan perubahan 

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021. Perubahan dimaksud mencakup 

perubahan tujuan, sasaran, alokasi anggaran, sasaran program dan sasaran 

kegiatan.   

 

2.2. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud merupakan bentuk komitmen bersama dalam mencapai 

target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA).  

Uraian perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 

Tahun 2022  adalah sebagai berikut : 
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2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut : 

 

 

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2022 

 
Terciptanya Sistem Mitigasi 
dan Adaptasi Bencana 

 

Persentase desa yan Tangguh 
bencana 
 

 

 
5 Desa 

 

Meningkatkan Kualitas 
Penanggulangan Bencana 
Daerah 

Persentase desa rawan 

bencana yang sistim mitigasi 

bencananya berfungsi dengan 

baik 

 

5 Desa  

 

Persentase korban bencana 

alam yang tertangani tepat 

waktu 

 

4 Orang  

Persentase korban bencana 

yang dievakuasi tepat waktu 

 

4 Orang 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dengan realisasinya. Uraian 

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut : 

 

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2022 

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran 

strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dijabarkan 

pada tabel berikut : 
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Tabel 3.1. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran     
strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 

 

No. Sasaran Strategis 
Indikator 
Kinerja 

Target 
2022 

Realisasi 
Capaian 

% 

 
1. 

 
Terciptanya Sistem 
Mitigasi dan Adaptasi 
Bencana 

 
Persentase 
desa yang 
tangguh 
bencana 
 
 

 
5 Desa 
< 33% 

 
5 Desa 
< 33% 

 
100% 

2. Meningkatkan Kualitas 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Persentase 
desa rawan 
bencana 
yang sistim 
mitigasi 
bencananya 
berfungsi 
dengan baik 
 

5 Desa 
< 33% 

5 Desa 
< 33% 

100% 

Persentase 
korban 
bencana 
alam yang 
tertangani 
tepat waktu 
 

4 Orang 
< 33% 

4 Orang 
< 33% 

100% 

Persentase 
Korban 
Bencana 
yang di 
evakuasi 
tepat waktu 

4 Orang 
< 33% 

4 Orang 
< 33% 

100% 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2022 adalah sbb : 

1. Persentase desa yang tangguh bencana dan desa rawan bencana 

yang sistim mitigasi bencananya berfungsi dengan baik dari target 5 

desa realisasi 5 desa capaian indikator sasaran kinerja 100% .  
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2. Persentase korban bencana alam yang tertangani tepat waktu dan 

korban bencana yang dievakuasi tepat waktu dari target 4 orang 

realisasi 4 orang capaian indikator sasaran kinerja 100% 

3. Nilai evakuasi SAKIP Perangkat Daerah dari target < 33% Realisasi 

3,52%. 

Dari hasi pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan 

Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 

2022 rata-rata : 100% 

 

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran 

strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 dan 2022 

dijabarkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.4. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran 
strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 dan 2022 

 

No. 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi Target Realisasi 

1. Terciptanya Sistem 
Mitigasi dan 
Adaptasi Bencana 

Persentase desa 
yang tangguh 
bencana 
 
 

5 Desa 
< 33% 

5 Desa 
< 33%  

5 Desa 
< 33% 

5 Desa 
< 33% 

2. 
 

Meningkatkan 
Kualitas 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Persentase desa 
rawan bencana yang 
sistim mitigasi 
bencananya 
berfungsi dengan 
baik 
 

5 Desa 
< 33% 

5 Desa 
< 33% 

5 Desa 
< 33% 

5 Desa 
< 33% 

Persentase korban 
bencana alam yang 
tertangani tepat 
waktu 
 

6 Orang 
< 33% 

6 Orang 
< 33% 

4 Orang 
< 33% 

4 Orang 
< 33% 
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Persentase Korban 
Bencana yang di 
evakuasi tepat waktu 
 

6 Orang 
< 33% 

6 Orang 
< 33% 

4 Orang 
< 33% 

4 Orang 
< 33% 

 
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan dokumen Renstra 

(Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud di maksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis 

dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangkah Menengah 

Pemerintah Daerah. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini 

adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan 

outcome sebagaimana disajikan dalam table diatas dimana antara realisasi 

kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2022 dari target < 33% 

realisasi < 33% untuk kegiatan yang bersifat teknis secara proporsional. 

 
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2022 

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA 

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 dengan 

target jangka menengah Renstra 2020 – 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 
dengan target jangka menengah Renstra 2020-2025 

No. Sasaran strategis Indikator Kinerja 

 Target Jangka 
Menengah 

Realisasi 
Kinerja 

  
Tahun 
2022 

  
Tahun 
2025 

1 Terciptanya Sistem 
Mitigasi dan Adaptasi 
Bencana 
 

Persentase desa yang 
Tangguh bencana 

  < 33%   > 66% 

 Meningkatkan Kualitas 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Persentase desa rawan 
bencana yang sistim 
mitiga bencananya 
berfungsi dengan baik 
 

  < 33%   > 66% 

Persentase korban 
bencana alam yang 
tertangani tepat waktu 
 

  < 33%   > 66% 
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Persentase korban 
bencana yang dievakuasi 
tepat waktu 
 

  < 33%   > 66% 

 
Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja menunjukkan angka < 
33% atau 5 desa tangguh bencana sama halnya dengan target yang 
ditetapkan pada tahun 2021 yaitu < 33%. Sedangkan untuk target kinerja 
jangka menengah yang harus dicapai sampai dengan tahun 2025 yaitu 
diangka > 66%.  
Untuk perencanaan kedepan, selain diukur dengan membandingkan 
dengan capaian tahun sebelumnya, maka perlu kiranya untuk mengetahui 
persentase capaian dengan target renstra di tahun perencanaan 
berikutnya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat 
Menyusun action plan terbaik guna terpenuhinya target capaian pada 
tahun yang akan dating. 

 

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN 

STANDAR NASIONAL  

Indikator kinerja penanggulangan bencana daerah yang termasuk dalam 

standar nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar 

Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang 

realisasi dan capaiannya dijabarkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.6. Perbandingan target dan capaian indikator kinerja dari sasaran 
strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dengan 

Standar Nasional 

 

 

No. Indikator Kinerja 

Target 2022 Capaian 
BPBD Kab. 

Kepl. 
Talaud 

Nasional 
BPBD Kab. 

Kepl. 
Talaud 

1. Indeks kapasitas daerah <33% 100,00% 100,00% 
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5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU 

PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF 

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 

Sasaran strategis Meningkatnya Resilensi Terhadap Resiko 

Bencana Alam yang diukur dengan indikator Jumlah Lembaga Tangguh 

Bencana, dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator program yakni : 

a. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana 

yang mewakili kegiatan pra bencana; 

b. Program Tanggap Darurat Bencana yang mewakili kegiatan saat 

bencana, dan; 

c. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi yang mewakili kegiatan 

pasca bencana. 

Indikator program kedua adalah Persentase jumlah korban 

bencana yang tertangani. Indikator program yang kedua ini mewakili 

kegiatan penanganan darurat bencana alam dan non alam atau pada fase 

saat bencana. Formulasi untuk perhitungan target dan realisasi indikator 

program kedua tersebut diatas adalah sebagai berikut : 

 

(Jumlah capaian penanganan korban bencana / Jumlah korban bencana) x 
100 

   

Realisasi indikator program kedua adalah 97,58% yang diperoleh dari 

formula diatas dengan target yang ditetapkan 98,00%. Pada perencanaan 

tahun 2022, ditargetkan jumlah korban yang ditangani pada saat keadaan 

darurat paling sedikit 98,00% dari seluruh jumlah korban bencana. 

Indikator program ketiga adalah Persentase rencana rehabilitasi 

dan rekonstruksi yang dilaksanakan. Indikator program ketiga ini mewakili 

kinerja dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 
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Formulasi untuk perhitungan target dan realisasi indikator program ketiga 

tersebut diatas adalah sebagai berikut : 

 

(Jumlah capaian rencana rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah korban 
terdampak yang perlu direhabilitasi dan direkonstruksi) x 100 

 

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan dalam 

rangka pemulihan psikologi, ekonomi dan infrastruktur. Upaya pemulihan 

ini hanya sebatas pada identifikasi dan perhitungan kebutuhan pasca 

bencana serta koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

mendapatkan bantuan untuk pemulihan korban yang terdampak pasca 

bencana. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2022 yang 

menjadi target kinerja tahun 2022 belum terlaksana karena anggaran 

dana Hibah Pusat melalui BNPB belum terealisasi. 

 

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target 

kinerja maka diperlukan sumber daya berupa personil, dana, serta sarana 

dan prasarana. 

BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 21 orang pegawai 

yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain 

personil tersebut, dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten 

Kepulauan Talaud juga dibantu oleh satuan tugas operasional yaitu Pusat 

Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) 

dan Tim Reaksi Cepat (TRC). Pusdalops PB membantu tugas BPBD 

Kabupaten Kepulauan Talaud dalam bidang komunikasi, informasi dan 

data, sedangkan TRC membantu tugas BPBD Kabupaten Kepulauan 

Talaud pada saat terjadi bencana yaitu melakukan assesment awal dan 

evakuasi.  

Dalam penggunaan anggaran BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud 

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang 
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tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2022 dan 

disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan pra bencana,  

saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan. Untuk 

keadaan darurat bencana yang ditetapkan melalui keputusan Bupati 

Kepulauan Talaud, selain anggaran yang terdapat dalam DPA Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah juga digunakan Belanja Tak Terduga 

(BTT) yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat darurat sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan 

sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud 

sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 

 

7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian kinerja 

Program penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Kepulauan 

Talaud tahun 2022 adalah : 

1) Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 

dan non alam; 

2) Program Tanggap Darurat Bencana. 

 

a. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 

alam 

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam terdiri atas satu kegiatan yakni Pelayanan 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan penting yang bersifat preventif dengan 

membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 

ancaman bencana.  

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya 

antusiasme masyarakat untuk mengambil peran serta dalam 

penanggulangan bencana. Rasa kebersamaan dan gotong royong 
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masyarakat yang tinggi sehingga kegiatan ini dapat diterima di 

masyarakat. 

Faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah 

rendahnya kesadaran bagi sebagian kelompok masyarakat akan 

bahaya bencana alam dan bencana non alam. 

 

b. Program Tanggap Darurat Bencana 

Program tanggap darurat bencana terdiri atas dua kegiatan 

yakni Respon Cepat Darurat Bencana dan Aktivasi Sistem Komando 

Penanganan Darurat Bencana. 

Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana merupakan 

kegiatan penunjang pada saat terjadinya bencana. Kegiatan ini 

sangat penting ketika terjadi bencana, karena melalui kegiatan ini 

segala upaya untuk menyelamatkan korban terdampak bencana 

dilakukan. 

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini adalah 

adanya kerjasama dengan Forkopimda dan Perangkat Daerah 

terkait  dalam melaksanakan kegiatan ini baik pemenuhan logistic 

dan evakuasi kedaruratan. Adapun faktor yang menghambat 

kegiatan ini adalah adanya personil TRC adalah relawan sebagai 

penunjang ketugasan BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud belum 

memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, sarana dan prasaran 

evakuasi masih perlu dilengkapi sehingga dapat mengoptimalkan 

proses evakuasi. 

Kegiatan penunjang yang ketiga adalah Aktivasi Sistem 

Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan kegiatan 

penunjang pada saat darurat. Kegiatan ini sangat pernting dalam 

rangka pemberian komando atas upaya yang akan dilakukan dalam 

peanganan darurat bencana. 
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Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini adalah 

adanya system komando yang didukung oleh perangkat elektronik 

berupa radio, computer dan handphone. 

Adapun faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya 

jaringan komunikasi melalui internet dan frekwensi radio yang kurang 

baik serta, peralatan yang belum memadai dan database bencana 

yang belum ada. 

 

B. Realisasi Anggaran 

Anggaran belanja BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 

berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022. Anggaran 

tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, dengan realisasi sebagai 

berikut : 

Selain anggaran yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud, juga terdapat anggaran yang bersumber dari 

Belanja Tidak Langsung (BTT) yang tertata pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Anggaran dimaksud sebagai 

hasil dari anggaran dalam rangka penanganan korban bencana akibat 

cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang terjadi di Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Anggaran tersebut sebesar Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). Anggaran dimaksud di berikan kepada warga 

masyarakat dalam bentuk bantuan bahan bangunan dan juga 

pembangunan talud pengaman pantai di desa yang mengalami dampak 

bencana di Kabupaten Kepulauan Talaud. 
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Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Tahun 2022 

Kode Rekening Program/Kegiatan Anggaran (Rp) 
Realisasi 

Anggaran (Rp) 
Sisa % 

1 2 3 4  5  6 
 

1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 289.441.475,00  264.277.200,00 25.164.275,00 91,31 
 

1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

2.220.925,00 2.190.000,00 30.925,00 98,61 
 

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 109.464.310,00  91.290.550,00 18.173.760,00 83,40 
 

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.600.000,00  750.000,00 1.850.000,00 28,85 
 

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.007.000,00  94.846.100,00 160.900,00 99,83 
 

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.090.000,00  10.319.050,00 1.770.950,00 85,35 
 

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.500.000,00  55.000.000,00 500.000,00 99,10 
 

1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

12.559.240,00  9.881.500,00 2.677.740,00 78,68 

 

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.604.243.589,00  1.566.515.277,00 37.728.312,00 97,65 
 

1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota 

68.667.400,00  46.650.966,00 22.016.434,00 67,94 
 

1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 1.473.435.239,00   1.458.160.411,00 15.274.828,00 98,96 
 

1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 1.000.000,00  989.000,00 11.000,00 98,90 
 

1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 26.230.000,00  25.955.000,00 275.000,00 98,95 
 

1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

20.420.000,00 20.305.000,00 115.000,00 99,44 
 

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 8.148.050,00 8.141.950,00 6.100,00 99,93  
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Bencana Kabupaten/Kota 
1.05.03.2.03.05 Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 3.307.900,00 3.290.000,00 17.900,00 99,46  

1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 3.035.000,00 3.022.950,00 12.050,00 99,60  

  Jumlah 1.893.685.064,00  1.830.792.477,00 62.892.587,00 96,68 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media 

pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja 

organisasi perangkat daerah. Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja, 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ini merupakan sarana instropeksi diri dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diharapkan dapat memberikan umpan 

balik dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam 

penyusunan rencana di masa mendatang. 

 Berdasarkan pada pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut : 

1. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud dari indikator persentase peningkatan jumlah desa tangguh 

bencana dari target <33% realisasi < 33% dengan capaian  indikator kinerja 

100%, persentase korban tertangani dan dievakuasi tepat waktu dari target < 

33% realisasi < 33% dengan capaian indikator kinerja 100%. Sedangkan untuk 

memperoleh Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah harus dilakukan penilaian 

oleh Inspektorat. 

2. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2021 menyerap anggaran 

sebesar 98,33%. 

3. Terjadinya pandemic Covid-19 sejak awal tahun 2020 menyebabkan kurang 

maksimalnya pencapaian kinerja karena adanya kebijakan pemerintah untuk 

melakukan realokasi dan refocusing anggaran. 
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B. Saran 

  Hambatan dan kendala yang terjadi tidak terlepas dari faktor internal dan 

eksternal. Dalam menanggulangi kendala dan hambatan tersebut, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan 

strategi dan upaya yang telah diimplementasikan dengan melibatkan beberapa 

organisasi perangkat daerah dan organisasi lintas sectoral terkait. 

Beberapa saran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud, antara lain : 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan 

program/kegiatan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hambatan yang 

seharusnya dapat dikendalikan. 

2. Melakukan koordinasi internal dan eksternal secara intensif dengan instansi 

terkait maupun dengan Lembaga/kemitraan agar pelaksanaan 

program/kegiatan/sub kegiatan dapat berjalan secara optimal. 

3. Melakukan koordinasi dengan Tim TAPD agar anggaran pada BPBD 

Kabupaten Kepulauan Talaud lebih ditingkatkan, juga mengajukan usulan 

bantuan ke BPBD Provinsi maupun Pusat (BNPB) sehingga bisa mendukung 

tercapainya IKU (Indikator Kinerja Utama) BPBD dan tentunya juga akan 

mendukung terwujudnya visi misi Kepala Daerah. 

4. Membuat paying hukum atau regulasi penjabaran dari Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana yang memuat pedoman dan tata Kelola 

penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat 

bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

5. Mengoptimalkan kegiatan Jitupasna bersama instansi terkait dalam melakukan 

pendataan dalam menghitung jumlah korban dampak maupun kerugian yang 

diakibatkan bencana sehingga bisa dilakukan penanganan segera dengan 

skala prioritas. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 ini 
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disusun dengan harapan dapat bermanfaat begi kepentingan yang lebih besar dan 

semoga menjadi bahan pertimbangan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan 

datang. Namun demikian dalam Penyusunan LKjIP ini masih memerlukan 

penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa yang akan datang, oleh 

karena itu masukan-masukan yang positif, kritik dan saran yang membangun bagi 

penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan Penyusunan LKjIP dapat 

tercapai lebih baik lagi. 

 

Melonguane,       Januari 2023 

KEPALA PELAKSANA BPBD 
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